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BAB  I 
PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota 

Yogyakarta merupakan salah satu organisasi perangkat Pemerintah Kota 

Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Yogyakarta dan Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2016 tentang Susunan 

Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta, Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta 

merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak. 

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dibidang  masyarakat, perempuan 

dan perlindungan anak bentuk kegiatan yang sangat diperlukan adalah yang bersifat 

pelayanan, fasilitasi, pemberdayaan, pendampingan, regulasi dan motivasi. 

Kesemuanya itu diarahkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. 

Perubahan Rencana Kerja DPMPPA Kota Yogyakarta Tahun 2019 

disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran. 

Penyusunan Renja Perubahan SKPD memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, 

pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan 

alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, 

kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami 

perubahan. 

Selain memperhatikan dimensi waktu yang tersisa, pertimbangan yang 

disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing, 

permasalahan yang berkembang serta memperkirakan keadaan masa yang akan 

datang, komitmen dan konsistensi terhadap Renja Perubahan menjadi sangat 

penting dalam mengukur akuntabilitas kinerja instansi DPMPPA Kota Yogyakarta. 

Dengan demikian diharapkan Perubahan Rencana Kerja dapat memberikan 

dampak pembangunan yang optimal dalam mewujudkan peningkatan kualitas 

pelayanan pada masyarakat dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang 

besih dan terkelola baik . 

Proses Perubahan Renja DPMPPA Kota Yogyakarta Tahun 2018 

berpedoman pada Renstra SKPD 2017-2022 dan mengacu pada rancangan awal 

RKPD yang telah dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
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Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025, agar di dalam pelaksanaan 

program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan RPJPD-

RPJMD-RKPD-Renstra sesuai Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

517).  

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan skala prioritas 

sesuai dengan kebutuhan dengan sasaran untuk melaksanakan visi dan misi yang 

telah ditetapkan. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di bidang masyarakat, 

perempuan dan perlindungan anak bentuk kegiatan yang sangat diperlukan adalah 

yang bersifat pelayanan, fasilitasi, pemberdayaan, pendampingan, regulasi dan 

motivasi. Kesemuanya itu diarahkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat  

 

 
1.2  Landasan Hukum 
Dasar hukum penyusunan rencana kerja 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Djogjakarta; 

2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender 

dalam Pembangunan Nasional; 

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah; 

4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme 

Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan 

Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4818); 

8. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan 

dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162); 
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9. UU No 23 Tahun 2002  sebagaiman a telah diubah  beberapa kali terakhir 

dengan  UU No 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak 

10. Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan  

11. Permen PP no  1 Tahun 2008 ttg pedoman Pelaksaan Peningkatan Kualitas 

Hidup Perempuan,   

12. Peraturan Pemerintah PP dan PA no 4 th 2014  ttg pedoman pengawasan 

pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yg responsive gender utk Pemda  

13.  Peraturan Presiden No 2 Th 2015 ttg RPJMN  th 2015-2019  

14. Permendagri No 15 th 2008 ttg pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah 

sebagaimana telah diubah dengan permendagri No 67 tahun 2011 ttg 

perubahan atas peremndagri no 15 th 2008 ttg pedoman umum pelaksanaan 

PUG didaerah   

15. Peraturan Presiden no 59 th 2017 ttg pelaksanaan pencapaian pembangunan 

berkelanjutan 

16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol  

Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama 

Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4990); 

17. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan UPTD 

PPA 

18. UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga  

19.  UU No 31 th 2014 tentang perubahan atas uu no 13 th 2006 ttg perlindungan 

saksi dan korban 

20. UU no 21 th 2007 ttg pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, UU 

No.44 th 2008 ttg pornografi  

21. peraturan pemerintah RI No 9 th 2008 ttg tata cara dan mekanisme pelayanan 

terpadu bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang  

22.  Peraturan Presiden no 69 th 2008 ttg gugus tugas pencegahan dan 

penanganan tindak pidana perdagangan orang ,  

23. Peraturan Mentri PP No 2 th 2008 ttg pedoman pelaksanaan perlindungan 

perempuan  

24. Peraturan Mentri PP no 1 th 2009 ttg SPM pelayanan terpadu bagi saksi dan 

/korban tindak pidana perdagangan orang di kab/kota 

25. Perwal No 53 tahun 2019 ttg pelaksanaan PUG di Kota 

26. Keputusan Walikota No 425 th 2014  ttg SOP Penanganan Korban kekerasan 

terhadap perempuan dan anak berbasis gender,  

27. Peraturan Walikota No 136 tahun 2017 tentang pembentukan  sotaker UPT 

pada DPMPPA, 
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28. Peraturan Walikota No 39 tahun 2013 ttg perlindungan perempuan dan anak 

korban kekerasan berbasis gender 

29. Perda No 1 2016 tentang Kota Layak Anak 

30. Perwal No 49 2016 tentang Sekolah ramah anak 

31. Perwal No 71 tahun 2018 tentang Kampung Ramah Anak 

32. Perwal No 7 tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak 

33. Perwal No. 127 tahun 2016 Tentang KPAI 

34. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

35. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

37. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta; 

38. Peraturan Walikota Nomor: 84 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, 

Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta; 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

40. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022. 

41. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 

42. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 
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1.3 Maksud dan Tujuan 
1. MAKSUD 

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah ( RENJA Perubahan PD ) 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota 

Yogyakarta disusun sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam 

rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2019. 

Dokumen Renja Perubahan PD juga menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan  

Perubahan Anggaran (RKPA) 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran (DPPA) 2019. Secara kuantitatif, sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :  

1.1 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran 

1.2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 

1.3 Berkembangnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

1.4 Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 

1.5 Meningkatnya Perlindungan Anak 

1.6 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat 

 

2. TUJUAN 

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, 

Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan 

Visi dan Misi ditetapkan adalah terwujudnya Pelayanan Prima di Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan, dan Perlindungan Anak. 

2.1 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Khususnya 

urusan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan dan Perlindungan 

Anak dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat. 

2.2 Memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja instansi sebagai 

wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan, 

Sasaran, Strategi Kebijakan Program dan Kegiatan Pembangunan 

Daerah. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan 

Perlindungan Anak Kota Yogyakarta tahun 2019 memuat  Evaluasi dan Program 

serta Kegiatan yang disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :                   

BAB I PENDAHULUAN 
 

BAB II EVALUASI  RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 
 TAHUN 2019  

 
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 
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 DAERAH  
 

BAB IV PENUTUP 
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BAB II 
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019 

 
Reviu hasil pelaksanaan Renja DPMPPA sampai dengan Triwulan II 

ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam 

melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian 

target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang 

dihadapi.  

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Tribulan II Tahun 2019, realisasi 

pelaksanaan kegiatan secara fisik mencapai 44,87 % dan realisasi keuangan 26,41 % 

berdasarkan target sampai akhir tahun. Beberapa output pekerjaan ada yang 

mengalami penundaan yang disebabkan karena memasuki bulan puasa yang 

mengakibatkan makan minum rapat tidak dapat di SPJkan . 

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja DPMPPA 2019 sampai dengan Triwulan II 

disajikan pada tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPPA 

2019 Kota Yogyakarta 
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2.2  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 
Pengukuran Kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan 

dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta merupakan tingkat pencapaian target 

(rencana tingkat capai) dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan 

dalam Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Yogyakarta Tahun 2018 yang berdasar pada Rencana 

Kinerja Tahun 2018 dan Rencana Strategis tahun 2017-2022. 

Berdasarkan hasil Evaluasi Rencana Kinerja tahun 2019 sampai dengan 

triwulan II , maka didapatkan pencapaian indikator kinerja input dan output dengan 

hasil sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan: 
 
Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 
508.852.000,00 (lima ratus delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu 

rupiah rupiah). Dari anggaran tersebut terealisasi Rp 109.208.252,00 (r 

seratus sembilan juta dua ratus delapan ribu dua ratus lima puluh dua 

rupiah). Nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar 21,46%. 
 

 Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 336.640.796 
(tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluhribu tujuh ratus 

sembilan puluh enam rupiah). Dari anggaran tersebut terealisasi Rp 
170.042.010,20 (seratus tujuh puluh juta empat puluh dua ribu sepuluh 

rupiah dua puluh sen). Nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar 50,51%
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2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan: 

 
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 
230.800.000,00 (dua ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Dari 

anggaran tersebut terealisasi Rp 115.400.000,00 (seratus lima belas juta 

empat ratus ribu rupiah). Nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar 

28.17%. 
 

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 
91.676.400,00 (sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam 

ribu empat ratus rupiah). Dari anggaran tersebut terealisasi Rp 
31.540.476,00 (tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu empat 

ratus tujuh puluh enam rupiah). Nilai capaian target kinerja kegiatan 

sebesar 34,40%. 
 

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Sistem Pelaporan 
Capaian Kinerja dan Keuangan. 
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan: 

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 

Laporan Capaian Kinerja SKPD 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 
116.039.420,00 (seratus enam belas juta tiga puluh sembilan ribu empat 

ratus dua puluh rupiah). Dari anggaran tersebut terealisasi Rp 
38.842.980,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua 

ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). Nilai capaian target kinerja 

kegiatan sebesar 33.47 %.  
 

4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Gender  

 Keluaran (Output) Kegiatan Target Kinerja 

A Jumlah OPD yang melaksanakan ARG 51 Dokumen 

B Jumlah kelompok sadar gender 3 kelompok 

c. Pendidikan Politik Perempuan 1 kali 
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C Data pilah Gender dan Anak 1 Dokumen 

d. 
Frekuensi Pendampingan kelembagaan organisasi 

perempuan 
12 kali 

E Frekuensi Peringatan Hari Besar Perempuan 2 kali 

 

 
Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 

375.726.620,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh 

enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp 
117.885.680 (seratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh lima 

ribu enam ratus delapan puluh rupiah) nilai capaian target kinerja kegiatan 

sebesar 31.38 %. 
 

Kegiatan Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan 

 Keluaran (Output) Kegiatan Target Kinerja 

a Kelompok Rintisan Usaha Baruyang dilatih 5 Kelompok 

b. 
Kelompok Rintisan Usaha Tahap 2 dan 3 yang 

dilatih 
18 kelompok 

c. 
Seminar kewirausahaan bagi kelompok rintisan 

usaha 
1 kali 

d. Pameran Kelompok rintisan usaha 1 kali 

c. Workshop GSI 2 kali 

d Workshop FPKK 5 kali 

e. Workshop Gugus Tugas PTPPO 15 kali 

f. 
Peringatan hari anti kekerasan terhadap 

perempuan 
1 kali 

g. Lomba fragmen anti kekerasan 1 kali 

h. 
Database penanganan korban kekerasan terhadap 

perempuan dan anak 
1 dokumen 

i. 
Pelatihan penanganan korban kekerasan terhadap 

perempuan dan anak 
2 kali 

 

 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebesar Rp 
631.378.420,00 (enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh 
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delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp 
257.807.505,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh ribu 

lima ratus lima ribu rupiah) nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar  

40.83 %. 
 

Kegiatan UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak (P2TP2A) 

a. 
Penanganan korban kekerasan dalam rumah 

tangga berbasis gender 
50 kasus 

b. Monev penanganan data korban kekerasan 50kasus 

c. Sosialisasi UU PKDRT 13 kali 

d. 
Jumlah FGD Penguatan Siap grak anti 

kekerasan 
3 kegiatan 

e. Jumlah Pelatihan Satgas Anti Kekerasan 1 kali 

 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebesar Rp 
652.010.824,00 (enam ratus lima puluh dua juta sepuluh ribu delapan 

ratus dua puluh empat rupiah) terealisasi sebesar Rp 230.859.457,04 
(dua ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat 

ratus lima puluh tujuh rupiah empat sen ) nilai capaian target kinerja 

kegiatan sebesar  35.41 %. 
 

 
5. Program Perlindungan Anak 

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

 

Kegiatan Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak 

 Keluaran (Output) Kegiatan Target Kinerja 

A Kongres Anak Kota Yogyakarta 1 kali 

B Dekelana Baru 11 kelurahan 

C Dekelana yang didampingi 12 kelurahan 

D Kelana baru 2 kecamatan 

E Kelana yang didampingi 10 kecamatan 

F Evaluasi dan penyusunan RAD KLA 1 dokumen 

G Data indikator KLA yang update dan Valid 1 dokumen 
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H Peringatan HAN 1 kali 

I Forum Anak yang Aktif 5 kali 

j. KRA yang terbentuk 10 KRA 

k. KRA yang tidak aktif terdampingi 45 KRA 

l. Pengembangan RBRA 1 lokasi 

m. 
Penyusunan Pedoman perlindungan anak dalam 

situasi bencana 
1 dokumen 

 

 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 773.755.000 

(tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) 
terealisasi sebesar Rp 167.530.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta 

lima ratus tiga puluh ribu rupiah) nilai capaian target kinerja kegiatan 

sebesar 21.65 % 
 

Kegiatan Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak 

a. Jumlah sekolah ramah anak yang dibentuk 20 sekolah 

b. Jumlah Workshop sekolah ramah anak 20 kali 

c. 

Jumlah dokumen children protection policy 

disusun 20 dokumen 

d. Jumlah puskesmas ramah anak yang dibentuk 3 pusra 

e. Jumlah pendampingan sekolah ramah anak 1 kegiatan 

f. Jumlah pelatihan konvensi hak anak 3 kali 

g. 

Jumlah pembentukan perlindungan anak 

terpadu berbasis masyarakat 3 PATBM 

h. 

Jumlah perlindungan anak terpadu berbasis 

masyarakat 21 PATBM 

i. 

Jumlah Youth super camp dan jembatan 

persahabatan yang dilaksanakan 2 kali 

j. 

Jumlah musyawarah perencanaan 

pembangunan 1 kali 

k. Jumlah workshop anti bullying 2 kali 

l. 

Jumlah pendampingan TPA Beringharjo dan 

Praba Dharma 1 kegiatan 

m. 

Jumlah Kegiatan rekruitmen komisi 

perlindungan anak Indonesia 

1kegiatan 
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n. 

Penyusunan kebijakan tentang pornografi 

anak 1 dokumen 

o. Monev SRA dan PUSRA 28 lokasi 

 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebesar Rp 
1.462.284.124,00 (satu milyar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus 

delapan puluh empat ribu seratus duapuluh empat rupiah) terealisasi 

sebesar Rp 504.595.792,64 (lima ratus empat juta lima ratus sembilan 

puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh empat 

sen) nilai capaian target kinerja kegiatan sebesar  34.51 %. 
 

 
6. Program Pemberdayaan Masyarakat  

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan : 

Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan  

a. Pendampingan Kelembagaan LPMK 45 LPMK 

b. 
Pendampingan kelembagaan TP PKK Kota 

Yogyakarta 

TP PKK Kota 

YK 

 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp 
599.336.240,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga 

puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dari anggaran tersebut 

terealisasi sebesar Rp 223.008.260,00 (dua ratus dua puluh tiga juta 

delpan ribu dua ratus enam puluh rupiah) nilai capaian target kinerja 

kegiatan sebesar 37.21 %. 
 

Kegiatan Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 

a. 
Pendataan swadaya murni masyarakat 45 kelurahan, 

1 dokumen 

b. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong 

Royong Masyarakat 

1 kegiatan 

c. Pelaksanaan TNI Manunggal 

Membangun Desa (TMMD) 

3 tahap 

d. Pendampingan Pokjanal Posyandu 14 Pokjanal 

d. Peningkatan Kapasitas peran Kader 

Pemberdayaan 

Masyarakat (KPM) 

1 kali 

e. Pendampingan Kelurahan Lokasi 10 kelurahan 
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P2WKSS 

 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebesar Rp 
520.023.620 (lima ratus dua puluh juta dua puluh tiga ribu enam ratus dua 

puluh rupiah) dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 
136.808.680,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan ribu 

enam ratus delapan puluh rupiah) nilai capaian target kinerja kegiatan 

sebesar 26.31% 
 

2.3 Isu-Isu Strategis dan Permasalahan DPMPPA 
Berdasarkan hasil skoring ditetapkan isu strategis pelayanan Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah sebagai 

berikut: 

1. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus 

kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.  

2. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak seperti 

pekerja anak,  perkawinan dibawah umur dan anak berhadapan dengan 

hukum (ABH). 

3. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, 
pelecehan seksual, dan penipuan, kasus pornografi, cyber crime dll. 

4. Belum optimalnya Peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan 

daerah. 

5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat berbasis kampung dalam 

memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. 
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BAB III 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 
 

Beberapa kebijakan dalam perubahan yang dilakukan oleh Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya adalah : 

1. Penambahan anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan gedung untuk 

mendukung kelancaran administrasi dan operasional DPMPPA 

2. Penambahan anggaran untuk output baru Pelatihan PPRG Kelurahan , Gender 

Corner dan dokumen RAD PUG pada kegiatan Pengarusutamaan Gender 

3. Penambahan anggaran untuk output baru Pembentukan dan Pendampingan 

kelompok Rintisan Usaha Inklusi pada kegiatan Pembinaan Partisipasi dan 

Perlindungan Perempuan 

4. Penambahan anggaran untuk output baru workshop SPP, Penyusunan Profil 

UPT, Penyusunan Pedoman Implementasi dan Sosialisasi Hotline Service UPT, 

Koordinasi sinkronisasi data dan Fasilitasi Pelayanan Drop in  pada kegiatan 

UPT P2TP2A 

5. Penambahan anggaran untuk untuk output baru pelatihan pelopor dan pelapor 

dan target baru kelana baru yang semula 2 kecamatan menjadi 4 kecamatan , 

penghapusan output TMPI yang didampingi dikarenakan tidak dilaksanakan dari 

pusat serta pengurangan anggaran untuk APSAI dan percepatan KLA karena 

sudah dianggarkan dari Kementrian pada kegiatan Pengarusutamaan Hak Anak 

6. Penambahan anggaran untuk output baru Forum Perlindungan Khusus Anak, 

Pendampingan Puspaga pada kegiatan Pembinaan Partisipasi dan 

Perlindungan Anak 

7. Penambahan anggaran untuk output baru monitoring kelembagaan masyarakat, 

workshop 10 program pokok PKK, workshop pemberdayaan masyarakat dalam 

menggali potensi masyarakat pada kegiatan Pembinaan Kelembagaan 

Masyarakat. 

8. Penambahan anggaran untuk output baru “Dodolan Kampung, Forum Gandeng 

Gendong, Forum OPD Kampung pada kegiatan Pembinaan Partisipasi 

Masyarakat dalam Pembangunan . 

9. Pengurangan sisa anggaran pada belanja bahan percontohan, belanja batuan 

transport, belanja cetak , sewa perlengkapan , honor juri dan moderator . 
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Program dan Kegiatan 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Yogyakarta memiliki 6 Program dan 13 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut : 

 
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 
Kegiatan : 

- Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.510.244.000,00  

( lima ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) 

- Penyediaan Jasa,Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp.1.406.371.746  

( satu miliar empat ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh 

ratus empat puluh enam rupiah) 

 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 
Kegiatan : 

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar 

Rp.280.800.000,00 ( dua ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu  

rupiah ) 

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar 

Rp.85.012.400,00 ( delapan puluh lima juta dua belas ribu empat 

ratus rupiah ) 

 

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 
dan Keuangan 
Kegiatan : 

- Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan 

Capaian Kinerja Perangkat Daerah 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar 

Rp.116.039.420,00 ( seratus enam belas juta tiga puluh sembilan 

ribu empat ratus dua puluh rupiah) 

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 
Kegiatan : 

- Pembinaan Pengarusutamaan Gender 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar 

Rp.456.285.620,00 ( empat ratus lima puluh enam juta dua ratus 

delapan puluh lima ribu enam ratus dua puluh rupiah ) 
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- Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar 

Rp.639.906.420,00 ( enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan 

ratus enam ribu empat ratus dua puluh rupiah ) 

- Operasional UPT P2TP2A 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar Rp. 

744.850.354,00 ( tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus 

lima puluh ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah ) 

 

Program Perlindungan Anak 
Kegiatan : 

- Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar 

Rp.866.255.000,00 ( delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus 

lima puluh lima ribu rupiah ) 

- Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar 

Rp.1.450.418.216,00 ( satu miliar empat ratus lima puluh juta empat 

ratus delapan belas ribu dua ratus enam belas rupiah ) 

 

Program Pemberdayaan Masyarakat 
Kegiatan : 

- Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar 

Rp.1.296.311.240,00 ( satu milyar dua ratus sembilan puluh enam 

juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus empat puluh rupiah ) 

- Pembinaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan 

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan ini sebesar 

Rp.499.248.620 ( empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua 

ratus empat puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah ) 

 

Untuk Program Internal seperti Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dan Program Peningkatan 

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan hanya terfokus di 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta 

sedangkan untuk Program Eksternal seperti Program Pemberdayaan dan Perlindungan 

Perempuan , Program Perlindungan Anak dan Program Pemberdayaan Masyarakat 

lokasi tempat pelaksanaan kegiatan tersebar di Kota Yogyakarta . 
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Secara umum Rancangan Awal RKPD telah sesuai dengan Rencana Kerja 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak untuk tahun 

2019, Berkaitan dengan pagu anggaran setelah dicermati kembali dikarenakan adanya 

luasan pelaksanaan kegiatan, dan luasan tanggung jawab teknis DPMPPA yang 

mengalami perkembangan  cukup signifikan, sehingga pagu yang sebelumnya 

ditetapkan sebesar Rp.6.298.523.464,- setelah perubahan menjadi  Rp.8.351.743.036,- 
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Program Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak 

Kota Yogyakarta tahun 2019 tertuang pada Tabel 3.1  berikut ini : 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
Rencana kerja ( Renja ) perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

Perempuan dan Perlindungan Anak ( DPMPPA) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 

2019 merupakan sebuah gambaran tentang evaluasi program-kegiatan hingga triwulan 

II dan program-kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu semester ke-2 di tahun 

anggaran berjalan guna merealisasikan tujuan dan sasaran DPMPPA dengan 

memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari APBD Pemerintah Kota 

Yogyakarta . 

Renja Perubahan ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Dinas Pemberdayaan Masyarakat   

Perempuan dan Perlindungan Anak ( DPMPPA ) Kota Yogyakarta Tahun anggaran 

2019 . Rencana Kerja (Renja) Perubahan DPMPPA ini dapat tercapai apabila 

dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di 

DPMPPA sehingga hasilnya diharapkan mampu memberi kontribusi positif bagi upaya 

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat . 
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